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Lampiran : I (satu).

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 ayat
(1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2O23 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Ke{a menjadi Undang-Undang, Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang
Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan
Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelal<sanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Nabire Tahun Anggaran
2022 dievaluasi oleh Gubernur sebagai wakil
Pemerinta,h Pusat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur Papua Tengah tentang Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang
Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Nabire Tahun Anggaran
2O22 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggarxt 2022',

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tcntang
Pembentukan Propinsi Otonom lrian Barat dan
Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat
flrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969
Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang....... / 2
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2. Undang-Undang Nomor 2l Tahun 2OOl tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua fi,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4151 ), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 202 I tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2O01 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O21 Nomor 155, Tambahan
kmbaralr Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O03 Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O21 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
67361;

4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lcmbaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2O04 Nomor 5, Tambahan lrmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2O2l tentang Harmonisasi Peratural Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 202 1

Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20I1 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 I
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Pemndang-undangan il,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2O23 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O23 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang....... I 3
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Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O tentang
Penetapan Peraturan Perundang-undangan Pen6ganti
Undang-Undang Nomor I Tahun 2O2O tentang
Kebdakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem
Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid 19) Dan/Atau Stabilitas Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O20 Nomor 134, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 202 i tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O21 Nomor 246, Tambahan lrmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Talrun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2OO0 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O00 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 1 7 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pcmerintahan Daerah (lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2Ol7 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 20 I 7 tentang
Hak Keuangan dal Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Administratif (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1O6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6O57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor I Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor I E Tahun 2O I 7
tentang Hak Keuangan dan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Administratif
(Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6847);

14. Peraturan Pemerintah......./4
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penvusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 18
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6197);

15. Peraruran Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai
Wakil Pemerintah Pusat (l.embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 109, Tambahan I:mbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 201 9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Iembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2O2O tentang
Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2Ol9
(COVID-19) dan/atau menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi
Nasional (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6514), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2O20
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2O20 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan
Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan
Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 20 19 (COVID- 19) dan/atau menghadapi
Ancamal yang Membahayakaa Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta
Penyelamatan Ekonomi Nasional (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O20 Nomor 186, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan
lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6730);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2O2 I tcntang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana
Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka
Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 239,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
6731);

20. Peraturan Menteri....... / 5
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2O. Peraturar Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2Ol5
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 201 5 Nomor 2O36),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor l2O Tahun 2O18 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun
2Ol5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O 18 Nomor
157);

2 I . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I 1 Tahun 2017
tentarg Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2O 17 Nomor 45O);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungiawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2O17 Nomor 1067);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dart Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9
Nomorl447);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatar Penanganan Corona Virus Disease
(COVID-2O19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 202O Nomor 249);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 202O
tentang Pcngutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran
Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan
Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
{Berita Negara Republik lndonesia Tahun 202O Nomor
581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 202 I tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
39 Tahun 202O tentang Pengutamaan Penggunaan
Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan
Alokasi, dan Pcnggunaan Anggara-n Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2O2l Nomor 910);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O20 Nomor
1781);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2O21
tentang Pedoman Penl'usunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 926);

MEMUTUSKAN:......./6
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MEMUTUSKAN

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Nabire tentang Pertanggungiawaban pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturar Bupati Nabire
tentang Penjabaran Pertanggungiawaban pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Nabire Tahun Anggaran 2022, sebagaimana terca-ntum
dalam Lampiran Keputusan ini.
Bupati Nabire bersama De*-an Perwakilan Raky-at Daerah
Kabupaten Nabire sebagaimana hasil evaluasi harus
memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi
sebagaimana tercantum dalam penjelasan Lampiran
Keputusan ini untuk perbaikan pengelolaan keuangan
d:rerah terkait kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan
Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaaa APBD Kabupten
Nabire Tahun Anggaran 2O'22, terhadap:

a. Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nabire
Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Nabire
tentang Penjabarar Perubahan APBD Kabupaten
Nabire Tahun Angaran 2022 khususnya aspek
konsistensi untuk disempumakan pada Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungiawaban
Pelaksanaan APBD TA 2022, serta aspek legalitas dan
kebijakan sebagai rekomendasi tindak lanjut pada
tahun-tahun berikutnva;dan

b. Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan.

Bupati Nabire bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Nabire wajib melakukan penyempurnaan
terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungiawaban Pela-hsanaan AngS;aran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Nabire Tahun Anggaran
2A22 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang
Penjabaran Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nabire
Tahun Anggaran 2022 berdasarkan hasil evaluasi serta
disampaikan kembali kepada Gubernur untuk
mendapatkan Nomor Register.

KEEMPAT:....../7
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KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Bupati Nabire menetapkan Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Nabire tentang Pertanggungjau,aban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2022 menjadi
Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati
Nabire tentang Penjabaran Pertanggungiawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2022 menjadi
Peraturan Bupati.

Bupati Nabire segera menyampaikan Peraturan Daerah
Kabupaten Nabire tentang Pertanggungiawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan
Bupati Nabire tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2022 kepada
Gubernur paling lama 7 (tujuhl hari setelah ditetapkan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 24 Agustus 2O23

q. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

RIBKA HALUK

dengan aslinya
RO UKUM,

NI, SH., M,Si
N 50902 199610 1001

SaIin Keputu ini di ikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal OTDA Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
5. Ketua BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. INSPEKTUR Provinsi PapuaTengah di Nabire;
7. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tengah di

Nabire;
8. Bupati Nabire di Nabire;
9. Ketua DPRD Kab. Nabire di Nabire.



LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 065 123 TAHUN 2023
TANGGAL :24 AGUSTUS 2023

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NABIRE

TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANCGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NABIRE TAHUN ANGGARAN 2022 DFJ,I

RANCANCAN PERATURAN BUPATI NABIRE TENTANG PENJABARAN

PERTANGGUN GJAWABAN PELAKSANAAN AN GGARAN PEN DAPATAN DAN

BELANJA DAERAH KABUPATEN NABIRE TAHUN ANGGARAN 2022

I. KESESUAIAN RAi{CAI{GAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGG UNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATU RAN

BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APBD DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN PERATURAN
BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungiawaban
Pelaksanaan APBD dan Rarcangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD,
meliputi evaluasi konsistensi, legalitas, dan kebijakan.

Berdasarkan evaluasi dimalsud, terdapat beberapa hal yang perlu
ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Nabire pada tahun-tahun berikutnya,
meliputi:

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi untuk menilai kesesuaian pagu anggaran dalam APBD
dengan pagu anggaran dalam rancangan peraturan daerah, kesesuaian
nomenklatur pendapatan, belanja, dan pembiayaaa dalam APBD dengan
rancangan peraturan daerah, dan kesesuaian struktur dan klasilikasi
pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam APBD dengan ranc€rngan
peraturan daerah.

Hasil evaluasi konsistensi atas rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022,
sebagai berikut:

1. Pagu anggaran dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022
telah sesuai dengan pagu anggaran dalam Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2O22, tamun terdapat ketidaksesuaian dengan rancangzrn
Peraturan Bupati Nabire tentang Pcnjabaran Pertanggungiawaban
Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:
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a. Besaran anggaran SILPA TA 2O22;

b. Besaran penyertaan modal TA 2O22; dan
c. Besaran pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo TA 2022 '

2. Nomenklatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada rancangan

Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Pertanggungiawaban

Pelaksanaaa APBD Tahun Anglaran 2022 telah sesuai dengart

nomcnklatur pcndapatan, belanja, dan pcmbiayaan dalam Pcrubahan
APBD Tahun Anggaran 2022.

B. LEGALITAS

Evaluasi lrgalitas untuk menilai kepatuhan landasan yrrridis dan penyajian
informasi dalam menyusun Rancalgal Peraturan Daerah tentang
Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD.
1. Memerhatikan jadwal penyampaian Dokumen Rancangan Peraturan

Daerah tentang Pertang;ungjawaban Pelaksanaan APBD, Pemerintah
Kabupaten Nabire mcnyampaikan buku Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD
berdasarkan Surat Bupati Nabire Nomor 188.3411623/Set tanggal 21
Juni 2O23 hal Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022
telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengamanatkan bahwa rancurngan Peraturan Daerah tentang
pertanggungiawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri
laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan
serta ikhtisar laporan kine{a dan laporan keuangan BUMD paling lambat
6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

2. Pemerintah Kabupaten Nabire bersama dengan DPRD Kabupaten Nabire
menyetujui bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD pada 18 Juli 2O23 sesuai dengan
Berita Acara Persetujua Bersama Bupati Nabire dan DPRD Kabupaten
Nabire tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Nabire Tahun
Anggaran 2O22 Nomor: 9OO/893/SETDA dan Nomor: 9OO/289/SETWAN,
telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengamanatkan bahwa Persetujuan bersama ranerngan Peraturan
Daerah dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran
berakhir.

3. Struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada

r€rncangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang
Pertanggunglawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2O22 lelah
sesuai dengan struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan
pembiayaan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
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3. Hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire

tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 dan Rancangan

Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungiawaban Pelaksanaan

APBD Kabupaten Nabire TA 2022, belum sesuai dengan dengan penyajian

informasi sesuai dengan lampiran berdasarkan surat Direlitur Jenderal

Bina Keuangan Nomor 900.1.15. 1/7476lkeuda tanggal 15 Maret 2023

hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pertanggungiau,aban Pelaksanaan APBD TA 2022 dan Rancangan

Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungiawaban

Pelaksanaan APBD TA 2022.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Nabire harus
mempertaha-nkan ketepatan waktu penyampaian rancangan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran
2023 sesuai dengan jadwal pertanggungiawaban pelaksanaan APBD
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Nabire harus menyajikan rancangan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2023 darr Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran
Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 dengan disertai
kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

C. KEBIJAKAN

Realisasi Pendapatan Daerah dimaksud diuraikan dalam kelompok
pendapatan daerah sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah {PAD}
Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2022 terealisasi sebesar
Rp75.985.667.608,33 atau 1O1,537o dari yang dianggarkan sebesar
Rp74.842.219.949,O0. Penetapan target PAD TA 2022 lebih rendah
14,7 60/o dari realisasi PAD TA 2021 alau mengalami penurunan
sebesar Rp I 2.955.226 .O42,46.

Evaluasi kebdakan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD yang
disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pela-ksanaan APBD dart Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Nabire Tahun Anggaran
2022, sebagai berikut:

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA}

a. PENDAPATAN DAERAH
Realisasi Pendapatan Daerah TA 2022 sebesar Rp1.320.967.352.821,33
atau 99, 1 3olo dari yang dianggarkan sebesar Rpl.332.600. 662.062,00.
Apabila dibandingkan dengan realisasi total Pendapatan Daerah TA2O2l
sebesar Rp1.248.535.691.521,46, terdapat peningkatan sebesar
Rp72.43 1.66 1 .299,47 atau 5,80o/o.
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Anggaran dan realisasi atas Jenis PAD Tahun Anggaran 2022, tetdiri
atas:
a) Pajak Daerah

Pajak Daerah TA 2022 terealisasi scbesar Rp24.454.O86.785,79
atau IOO,O2o/o dari yang dianggarkan sebesar

Rp24.450.OO0.0OO,00. Realisasi Pajak Daerah TA 2022 mengalami
peningkatan sebesar Rp4.O4O. 185.781,55 atau 19,79o/o dari
realisasi Pajak Daerah TA2021.
Berdasarkan data tersebut di atas, dapat disampaikan sebagai

berikut:
(l) Realisasi Pajak Daerah TA 2022 telah mengalami peningkatan

dari tahun sebelumnya, selain itu peningkatan pendapatan

tersebut telah diimbangi dengan tercapainva realisasi
Pendapatan Pajak Daerah yang melampaui target yang

ditetapkan.
(2) Perhitungan dan penetapan target objek dan sub rincian objek

pendapatan pajak daerah dilakukan menyesuaikan potensi yang
ada sehingga dapat direalisasikan sesuai target yang
ditetapkan.

(3) Pemerintah Kabupaten Nabire telah melakukan upaya strategis
dalam rangka pemungutan pajak daerah secara efektif dan
relevan dalam percepatan pemungutan pajak daerah.

Berdasarkan hal tersebut, diharapkan Pemerintah Kabupaten
Nabire agar dapat mempertahankan kinerja pencapaian
penerimaan pajak pada tahun anggaran berikutnya sehingga
penerimaan dari pajak tersebut bisa dijadikan sumber pendanaan
b"g, program, kegiatan dan sub kegiatan yang berdampak
langsung terhadap kesej ahteraan masyarakat.
Namun, meskipun mengalami pelampauan realisasi dari targct
yang ditetapkan sebagaimana tersebut diatas, masih terdapat
objek pajak yang tidak mencapai dari target yang ditetapkan,
antara lain:
( 1 ) Pajak hotel terealisasi sebesar Rp 1 .055.696.592,O0 atat t 52,7 8o/o

dari yang dianggarkan sebesar Rp2.000.O0O.0OO,00;
(2)Pajak Hiburan terealisasi sebesar Rp 395.780.599,60 atau

7 9, | 60/o dari yan g dian ggarkan sebesar Rp500. O0O. 0OO,O0 ;

(3)Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terealisasi
sebesar Rp2.480.456.180,00 atau 85,53% dari yang
dianggarkan sebesar Rp2.9O0.O0O.OOO,0O.

Tidak tercapainya realisasi pajak diatas akan mempengaruhi
ketersediaan sumber pendanaan untuk pelaksanaan pada
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencurnaan pembangunan dan penganggaran.
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Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Nabire agar
melakukan upaya-upaya yang efektif dan optimal untuk
peningkatan kuditas pengelolaan pendapatan pajak daerah yang
tidak mencapai target yang ditetapkan, antara lain:
(l) Menetapkan target berdasarkan pada data potensi yang ada

serta memerhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang
berpotensi terhadap target pendapatan Pajak Daerah.
Perencanaan target pendapatan pajak daerah secara terukur
menjadi sangat penting mengingat penerimaan daerah
merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara
rasiona.l yartg dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat l4l
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah.

(2) Menyusun dan menetapkan prognosis 6 (enam| bulan
berikutnya secara terukur dengan mendasari hasil analisis
terhadap laporan realisasi anggaran pendapatan Pajak Daerah
semester pertama, sehingga anggaran pendapatan Pajak Daerah
yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan
APBD terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap
sub rincian objek pendapatan pajat daerah sena dapat
menjamin penyediaan sumber pendanaan untuk pelaksanaan
program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan dalam
APBD.

(3) Optimalisasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah yang

berwenang melaksanakan pemungutan dengan mengadakan
monitoring dan evaluasi pencapaian penerimaan secara berkala,
peningkatan pemahaman teknis dan manajerial pemungutan
serta konsisten dan komitmen dalam melaksanakan
pcmungutan.

b) Retribusi Daerah

Retribusi Daerah TA 2022 terealisasi sebesar Rp5.208.029.152,0O
atau 93,84olo dari yang dianggarkan sebesar Rp5.550.OO0.O0O,O0.

Realisasi Retribusi Daerah TA 2022 mengalami peningkatan
sebesar RpI.128.338.886,00 atau 27,660/o dari realisasi Retribusi
Daerah TA2O2l.
Adapun rincian objek pendapatan retribusi daerah yang
mempengaruhi tidak tercapainya realisasi pendapatan retribusi
daerah antara lain terdapat pada Badan Pendapatan Daerah
sebagai berikut:
(1) Retribusi Terminal tidak terealisasi dari yang dianggarkan

sebesar Rp25.0O0.OOO,OO;
(2)Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila tidak

terealisasi dari yang dianggarkan sebesar Rp25.OO0.OOO,0O;
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(3) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga tidak terealisasi dari
yang dianggarkan sebesar RpSO.OO0.OO0,00;

(4) Retribusi Izin Mendirikan Bangunaa tidak terealisasi dari yang
dianggarkan sebesar Rp35O.0O0.000,00; dan

(5) Retribusi lzin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol tidak
terealisasi dari yang dianggarkan sebesar Rp50O.OOO.OOO,O0;

Berdasarkan data tersebut di atas, disampaikan sebagai berikut:
a) Pada perubahan APBD TA 2O23, Pemerintah Kabupaten Nabire

harus memindahkan penganggaran pendapatan retribusi daerah
dari Badan Pendapatan Daerah ke masing-masing SKPD sesuai
kewenangan pemungutan retribusi daerah.

b) Realisasi Retribusi Dacrah TA 2022 ti<lak mencapai target yang
ditetapkal.

c) Penetapan target yang tinggi tidak memerhatikan capaian
realsasi tahun sebelumnya, tidak didasari data potensi retribusi
daerah, perkiraan asumsi makro, serta pertumbuhan ekonomi
dan tingkat inflasi serta tarif retribusi bersangkutan berdampak
terhadap tidak tercapainya target yang ditetapkan.

d) Kine{a Satuan Perangkat Daerah yang membidangi pemungutan
Retribusi Daerah belum berjalan secara optimal sehingla capaian
realisasi Retribusi Daerah TA 2C22 tidak mencapai target yang
ditetapkan.

Memerhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Nabire agar
melakukan langkah-langkah untuk peningkatan efektivitas
pengelolaan pendapatan Retribusi Daerah, antara lain:
a) Menetapkan target Retribusi Daerah agar didasarkan pada data

potensi yang ada serta memerhatikan perkiraan pertumbuhan
ekonomi yang berpotensi terhadap target pendapatan Retribusi
Daerah. Hal ini menjadi sangat penting mengingat penerimaan
daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur
secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber
penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat
(4) Peraturan Pcmerintah Nomor l2 Tahun 2O 19 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah.

b) Menyusun dan menetapkan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya
dengan akurat berdasarkan hasil analisis terhadap laporan
realisasi anggaran pendapatan Retribusi Daerah semester
pertama, sehingga anggara.n pendapatan Retribusi Daerah y'ang
ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap rincian
objek pendapatan Retribusi Daerah, dan dapat dimanfaatkan
sccara efektif untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
melalui program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD.
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c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2022
terealisasi sebesar Rp2.505.752.338,00 atau 100,0oo/o dari yang

dianggarkan sebesar Rp2.5O5.752.338,0O. Tetapi Realisasi pada TA

2022 merrgalami penurunan sebesar Rp21.555.453,00 atau 0,85o/o

dari realisasi TA 202 l.
Untuk selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Nabire diminta untuk
tetap mempertahankan capaian realisasi pendapatan dimaksud
dengan tetap menganggarkan sesuai dengan data potensi yang ada

serta memerhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang

berpotensi terhadap target pendaPatan

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah

Lain-Lain PAD yang Sah TA 2022 terealisasi sebesar

Rp43.817.799.332,54 atau 103,50Yo dari yang dianggarkan sebesar

Rp42.336.467.611,00. Tetapi Realisasi pada TA 2022 mengalami
penurunan sebesar Rp16.958.747.597,68 atau 27,9Oo/o dari
realisasi TA 2021.

Adapun rincian objek pendapatan lain-lain PAD yang Sah yang
mempengaruhi tercapainya realisasi pendapatan Lain-lain PAD

yang Sah antara lain:
(llPada Badan Pendapatan Daerah terealisasi sebesar

Rp441.727.887,00 dari yang semula tidak dianggarkan.
(2) Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terealisasi

sebesar Rp5.859.809.449,54 atau 47,5O/o dari yarg
dianggarkan sebesar Rp12.336.467.61 I ,O0.

(3) Pada Dinas Kesehatan terealisasi sebesar Rp6.335.775.666,0O
dari yang semula tidak dianggarkan.

Berdasarkan data tersebut di atas, disampaikan sebaqai berikut:
(l) Realisasi pendapatan dari Lain-lain PAD yang Sah TA 2022

telah mencapai dan melampaui target yang ditetapkan. Dengan
demikian terdapat pelampauan realisasi Lain-lain PAD yang Sah
TA 2022 dari target yang ditetapkan.

(2) Penetapan target Lain-lain PAD yang Sah TA 2022 telah
memerhatikan data potensi yang ada sehingga sumber daya
ekonomi dapat dimanfaatkan secara efektif untuk peningkatan
pelayanan kepada masyarakat melalui Program, Kegiatan dan
Sub Kegiatan.

Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Nabire agar
terus melakukan langkah-langkah dalam pengelolaan Lain-lain
PAD yang Sah, antara lain:
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(1) Menetapkan target Lain -lain PAD yang Sah agar didasarkan
pada data potensi yang ada serta memerhatikan perkiraan
pertumbuhal ekonomi yang berpotensi terhadap target
pendapatan Lain-lain PAD yang Sah. Hal ini menjadi sangat
penting mengingat penerimaan daeratr merupalan rencana
penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat
dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayal (4) Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2O19 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

(2) Menyrrsun dan menetapkan prognosis 6 (enam) bulan
berikutnya dengan akurat dengan berdasarkan hasil analisis
terhadap laporan rcalisasi anggaran pendapatan Lain-lain PAD

yang Sah semester pertama, sehingga anggaran pendapatan
lain-lain PAD yang Sah yang ditetapkan dalam Peraturan
Daerah tentzurg Perubahan APBD terukur secara rasional yang
dapat dicapai untuk setiap rincian objek Lain-lain PAD yang
Sah, dan dapat dimanfaatkan secara efektif untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui program,
kegiatan dan sub kegiatan SKPD.

2) Pendapatan Transfer
Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Nabire TA 2O22 melampaui
target yang ditetapkan dalam APBD karena sampai pada akhir tahun
realisasi Pendapatan Transfer sebesar RpI.f 75.761.350.621,O0 atau
101,00% dari yang dianggarkan sebcsar RpI.164.O75.972.597,AO.
Penetapan target Pendapatan Transfer TA 2O2L lebih tinggi dari
realisasi Pendapatan Transfer TA 2021 yakni mengalami peningkatan
sebesar Rp42.615.87O.304,00 dan dapat dicapai sesuai yang
direncanakan.
Falrtor yang menyebabkan tercapainya realisasi Pendapatan Transfer
Kabupaten Nabire sebagai berikut:
a) Dana Perimbangan terealisasi sebesar Rp9 19.759.37 1.855,00 atau

99,75o/o dari yang dianggarkan sebesar Rp922.069.325.702,00; dan

b) Dala Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur
terealisasi sebesar Rp136.360.886.000,00 atau 106,34% dari yang
dianggarkan sebesar Rp 12a.22a.7 30.0O0,O0.

3) l,ain-t ain Pendapatan Daerah Yang Sah

Realisasi Pendapatan l,ain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Kabupaten Nabire TA 2022 tid,ak mencapai target yang ditetapkan
dalam APBD karena sampai pada akhir tahun realisasi Pendapatan
[.ain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp69.220.334.592,O0
atau 73,89% dari yang dianggarkar sebesar Rp93.682.469.516,00.
Penetapan target Pendapatan Lain- l,ain Pendapatan Daerah yang Sah
TA2O2l lebih tinggi dari realisasi Pendapatan Tralsfer TA 2021 yakni
mengalami peningkatan sebesar Rp54.977 .209.741 ,00 dan belum
dapat dicapai sesuai yang dienca-nakan.
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Berdasarkan data dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelampauan
realisasi PAD TA 2O22, maka Pemerintah Kabupaten Nabire memiliki
kepastian pendanaan datam pelaksanaan program, kegiatan dan sub
kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD TA 2022 dan
mempertahankan dan meningkatkan kinerja pada tahun-tahun
mendatang dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1) Mengupayakan peningkatan PAD yang meliputi pajak daerah,

retribusi daerah, hasil dari pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan dan lain-lain PAD yang Sah dengan strategi antara lain:
a) melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak, wajib retribusi

yang bertujuan meningkatkan pendapatan pajak daerah dan
retribusi daerah.

b) meningkatkan kerja sama dengan pihak BUMD, BUMN, dan pihak
swasta dalam pengelolaan maupun pemungutnn pajak daerah dan
pendapatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

c) melakukan pemantauan dan evaiuasi secara berkala dalam tahun
berjalan terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.

d) meningkatkan komitmen seluruh stakehoider agar dapat
terlaksananya strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

e) menyelenggaral<an sistem elektronifikasi transaksi pemerintah
daerah untuk penerimaan daerah dan sistem komputerisasi dalam
pengelolaan pendapatan daerah.

2) Menentukan dan menetapkan target PAD meliputi Pajak Daerah,
Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah lebih terukur dan rasional
dengan memerhatikan potensi pendapatan dan faktor mempengaruhi
ketercapaian target pendapatan daerah.

3) Menyusun laporan realisasi anggaran pendapatan asli daerah
semester pertama serta meiakukan prognosis 6 (enam) buian
berikutnya dengan analisis yang akurat, sehingga €rnggaran
Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah
tentang perubahan APBD terukur secara rasional yang dapat dicapai
untuk setiap sub rincian objek pendapatan asli daerah.

4) Memanfaatkan aset yang tidak terpakai untuk disewa atau
dikerjasamakan dengan pihak ketiga untuk peningkatan PAD.

5) Menggalakkan pelaksanaan euent-etent berbasis lokal, nasional
bahkan internasional bebasis potensi pariwisata di Kabupaten Nabire
sebagai salah satu Destinansi Wisata Super Prioritas yang mampu
menumbukan aktivitas ekonomi masyarakat sehingga mampu
mendorong pendapatan baru yang bersumber dari Pajak Daerah,
Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan lGkayaan Daerah yang
Dipisahkan dan l,ain-lain PAD yang Sah.
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6) Meningkatkan elektronifikasi peningkatan PAD.

7) Memperhitungkan potensi penerimaan Hibah secara lebih rasional
dan terukur.

8) Meningkatkan cfektivitas pendapatan Transfer dengan:
a) Berkoordinasi secara intensif dengan Instansi terkait dalam rangka

penyaluran dana Transfer daerah; dan
b) Mengupayakan mendapatkan Dana lnsentif Daerah (DlD) dengan

memenuhi seluruh kewajiban dan persyaratan yang ditentukan
dalam pemberian DID sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

b. BELANJA DAERAH
Realisasi Belanja Daerah TA 2022 sebesar Rpl.3OO.9 1O.591.545,O0 atau
9 6,290/o dari yang dianggarkan sebesar Rp I .35 1 . 007. I 62.655,00. Apabila
dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah TA 2O2l sebesar
Rp 1.145.382.0 15.992,00, terdapat peningkatan sebesar
Rpi55.528.575.553,00 atau 13,587o. Realisasi Belanja Daerah dalam
Kelompok Belanja Daerah sebagai berikut:
1) Belanja Operasi terealisasi sebesar Rp937.635.421.256,00 atau

97 ,53o/o dari yang dianggarkan sebesar Rp96 I .417.324.O41,O0;
2) Belanj a Modal yang terealisasi sebesar Rp 165.292.O18.680,OO atau

86,840/o dari yang dianggarkan besar Rp I 90.3 a4.962.O57,OO;
3) Belanja Tak Terduga terealisasi sebesar Rp41.523.000.000,0O atau

98,24a/o dari yang dianggarkan sebesar Rp42.267.547.2O9,O0; dan
4) Belanja Transfer terealisasi sebesar Rp 1 56.46O. l5 1 .609,00 atau

99,67yo dari yang dianggarkan sebesar Rp156.977.329.348,00.
Anggaran dan realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O22 dirinci
antara lain

1) Belanja Operasi

Belanja Operasi terealisasi sebesar Rp937.635.421.256,O0 atau
97,53Vo dari yang dianggarkan sebesar Rp961.4f 7.324.O41,O0 dapat
digambarkan bahwa Belanja Operasi TA 2022 Kabupaten Nabire tidak
mencapai target yang ditetapkan dalam APBD karena sampai pada
akhir tahun realisasi Belanja Operasi sebesar 97,53o/o. Penetapan
target Belanja Operasi TA 2022 lebih tinggi 8,7a3% dari realisasi
Belanja Operasi 2O2l atau mengalami kenaikan sebesar
Rp75.648.764.418,OO, namun tidak dapat dicapai sesuai dengan yang
direncanakan.
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Rincian belanja operasi dimaksud antara lain:
a) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai TA 2022 Kabupaten Nabire terealsasi sebesar
Rp423.614.380.431,OO arau 99,28o/o dari yang dianggarkan
sebesar Rp426.676.823.878,00 yang berarti realisasi belanja
pegawai telah mendekati target yang telah ditetapkan. Selanjutnya,
pada tahun-tahun berikutnya, Pemerintah Kabupaten Nabire ag:rr
selalu menjaga komposisi Belanja Pegawai paling tinggi 3O% dari
total Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang
Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang
mengamanatkan alokasi belanja pegat'ai di luar tunjangan guru
yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% dari total belanja
APBD.

b) Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang dan Jasa TA 2022 Kabupaten Nabire terealisasi
sebesar Rp377.7O2.592.225,OO atau 99,L9o/o dari yang
dianggarkan sebesar Rp38O.773.952.959,00 yang berarti realisasi
belanja barang dan jasa telah mendekati target yang telah
ditetapkan.
Untuk itu, pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah Daerah
Kabupaten Nabire agar mempertahankan upaya strategis dalam
merealisasikan belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung
capaian kine{a daerah.

c) Belanja Hibah
Belanja Hibah TA 2022 Kabupaten Nabire terealisasi sebesar
Rp7O.836.471.1O3,O0 atau 81,78olo dari yang dianggarkan sebesar
Rp86.619.537.Oo 1,Oo.

Adapun rincian objek belanja y€rng mempengaruhi Belanja Hibah
TA 2022 tidak mencapai target yang ditetapkan antara lain pada
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:

{1} Belanja Hibah Dana BOS pada Kegiatan Pengelolaan Dana
BOS Sekolah Dasar tidak terealisasi dari yang dianggarkan
sebesar Rp3 1.363.857.0O1,0O.

(2) Belanja Hibah kepada Badan, l,embaga, Org,anisasi
Kemasyarakatan Berbadan Hukum Indonesia pada Kegiatan
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah terealisasi
sebesar Rp31.026.776.981,00 dari yang dianggarkan sebesar
Rp3OO.OOO.OOO,OO berupa:
(a) Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan kmbaga yang

Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk
Bcrdasarkan Peraturan Perundang-Undangan terealisasi
sebesar Rp3O.726.776.981,OO dari yang semula tidak
dianggarkan.
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(b) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba,
Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan
Terdaftar terealisasi sebesar Rp3OO.0O0.O00,0O atau I OO%
dari yang dianggarkan sebesar Rp3OO.0O0.000,0O.

(3) Belanja Hibah Dana BOS pada Pengelolaan Dana BOS Sekolah
Menengah Pertama tidak terealisasi dari yang dianggarkan
sebesar Rp 14.545.984.0OO,OO.

Terhadap permasalahan Belanja Hibah pada Dinas Pendidikan,
te{adi kesalahan penempatan realisasi Belanja Jasa kepada
Badan dan I-embaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial
yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang
seharusnya direalisasikan dari Belanja Hibah Dana BOS pada
Kegiatan Pengelolaan Darta BOS Sekolah Dasar.
Hal ini dikarenakan terjadi kesalahan pemilihan pos Belanja
Hibah terhadap pencatatan dan pengesahan atas pengeluaran
daerah yang dilakukan tidak melalui rekening kas umum daerah
sebagaimana ketentuan Pasal 327 ayat (2) Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Selanjutnya secara teknis berdasarkan Pasal 2O ayat (1) Peraturan
Menteri Keuangan Nomor I 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan
Dana Alokasi Khusus Nonfisik, mengamalatkan bahwa
penyaluran Dana BOS dilakukan dengan cara pemindahbukuan
dari RKUN ke Rekening Sekolah.
Untuk itu, terkait pencatatan dan pengesahan Belanja Hibah
Daerah atas alokasi Dana BOS, Pemerintah Kabupaten Nabire
pada tahun-tahun berikutnya memilih Belanja Hibah Dana BOS

dalam menganggarkan dan melaksanakan Belanja Hibah BOS
sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
3 Tahun 2023 serta ketentuan peraturan perundang-undaagan
lainnya di bidang pengclolaan DAK Nonfisik pada tahun
berkenaan.

2) Belanja Modal

Belanja Modal yang terealisasi sebesar Rp 165.292.0 18.680,00 atau
86,84yo dari yang dianggarkan besar Rp190.344.962.O57,O0.
Penetapan target Belanja Modal TA 2O22 lebi}: tinggi 67,450lo dari
realisasi Belanja Modal TA 2021 ata! mengalami pcningkatan sebesar
Rp76.67O.19O.603,00 narnun tidak dapat dicapai sesuai dengan yang
direncanakan. Apabila dibandingkan realisasi Belanja Modal TA 2022
dengan realisasi Belanja Modal TA 2O21 terdapat peningkatan sebesar
RpS 1.6 I 7.247.226,00 atau 45,4 l7o.
Realisasi belanja Modal Talun Anggaran 2O22 diuraikan ke dalam
objek belanja yang antara lain:
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a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar
Rp26.181.390.816,00 atau 77,Olo/o dari yang dianggarkan sebesar
Rp33.996.0Oa.5 I 0,0O da_lam artian pemerintah Kabupaten Nabire
tidak mencapai target yang ditetapkan dalam APBD.

Adapun Rincian objek yang mempengaruhi tidak tercapainya
realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Kabupaten Nabire TA 2022
antara lain:

(1) Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahr^ga

Belanja Modal Alat Angkutan pada Kegiatan
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
daiam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata
Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata
Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota tidak terea-lisasi dari yang
dianggarkan sebesar Rp554.8O0.000,O0.

(2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Belanja Modal Komputer pada Kegiatan Pembinaan
Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
tidak terealisasi dari yang dianggarkan sebesar
Rp16.000.000,0O.

b) Belanja Modal Gedung dan Bangu.nan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar

Rp46.361 .044.892,00 atau 77 ,l1o/o d,an yang dianggarkan sebesar
Rp60. 123.67 1.OO5,O0 dalam artian Pemerintah Kabupaten Nabire
tidak mencapai target yang ditetapkan dalam APBD.

Adapun Rincian objek yang mempengaruhi tidak tercapainya
realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Kabupaten Nabire TA
2022 antara lain:

(l) Dinas Pendidikan

Belanja Modal Bangunan Gedung pada Kegiatan Pembangunan
Asrama Sekolah terealisasi sebesar Rp643.638.750,00 atau
6,44o/o dan yang dianggarkan sebesar Rp 10.OO0.O00.0OO,0O.

(2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruaag

Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti pada Kegiatan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya tidak terealisasi dari yang dianggarkan
sebesar Rp876.25O.OOO,OO.
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Untuk itu, pada tahun-tahun berikutnya pemerintah Daerah
Kabupaten Nabire agar melakukan rasionalisasi target penganggaran
Belanja Modal dengan mempertimbangkan kondisi kebutuhaa Belanja
Modal sesuai dengan keadaan riil berdasarkan dokumen Rencana
Kebutuhan Barang Milik Daerah.

Berdasarkan data, uraian dan penjelasan atas Belanja Daerah,
Pemerintah Kabupaten Nabire agar terus meningkatkan capaian realisasi
Belanja Daerah dengan memerhatikal langkah-langkah sebagai berikut:

1) Menetapkan target anggaran Belanja secara terukur dan rasional
memerhatikan perkiraan pendapatan daerah untuk memastikan
pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan
dalam APBD.

2l Perencanaan dan realisasi Belanja Pegawai dengan memerhatikan
kemampuan keuangan daerah secara optimal dan lebih terukur
dengan mempertimbangkan penerimaan ASN dan Jumlah Pensiun
ASN serta penetapan acress sehsar 2,57o sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai pedoman penyusunan
APBD.

3) Melakukan pengendalian, evaluasi serta rasionalisasi terhadap
rincian objek Beianja Barang dan Jasa baik Belanja Jasa, Belanja
Uang, maupun Belanja Perjalanan Dinas secara efektil efisien dan
ekonomis dengal memerhatikan kemampuan keuangan daerah.

4l Konsistensi dalam penganggaran sesuai dengan Tahapan dan
.ladwal yang telah ditetapkan dalam Pedoman APBD tahun
berkenan, sehingga meminimalisir keterlambatan penyaluran dana
Transfer dan pergeseran anggaran pada SKPD.

5) Memperhatikan syarat dan ketentuan perundang-undangan terkait
pelaksanaan dan penyaluran Belanja Hibah. Untuk tahun-tahun
mendatang agar melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Belanja
Hibah serta mengantisipasi penundaan penyaluran yang berdampak
pada munculnya kewajiban yang tidak terselesaikan pada tahun
berikutnya.

6) Mengoptimalkan pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial baik yang
terencana maupun yang tidak direncanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk dalam rangka
kebijakan Penanganan Inflasi maupun Pengentasan Kemiskinan
Ekstrem.

7l Meningkatkan upaya percepatan pelaksanaan sub kegiatan dengan
melakukan lelang dini sejak penandatangan kesepakatan KUA dan
PPAS dan penandatangan kontrak dilakukan setelah pengesahan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



- 15-

8) Melakukan inventarisasi aset tetap atas belanja modal yang sebagai
dasar pelaksanaan belanja modal baik Belanja Modal Tanah, Belanja
Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Moda.l Gedung dan Bangunan,
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Belanja Modal Aset Tetap
L,ainnya sehingga dapat melaksanakan pengadaan yang lebih
terukur dan tepat sasaran.

9) Memastikan penggunaan Belanja Tida} Terduga sesuai dengan
ketentuan peraturan pemndang-undangan tentang Penggunaan
Belanja Tidak Terduga untuk keperluan darurat atau mendesal.

l0) Mengelola Belanja Daerah dengan memerhatikan ketepatan
pemi-lihan uraian Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan
Klasilikasi, Kodelikasi, dan Nomenklatur Belanja Daerah dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang pengelolaan keuangan daerah atas pedoman penlrusunan
APBD, standar akuntansi pemerintahan, klasifikasi, kodefikasi, dan
nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah
serta petunjuk teknis atas masing-masing alokasi Belanja Daerah.

c. PEMBI"AYAAN

1) Penerimaan Pembiayaan Daerah
Rea-lisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2O22 berupa Sisa
Irbih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar

Rp75.9O 1.565 .741,44 atau 214,37o/o dari yang dianggarkan sebesar

Rp35.4O6.50O.593,O0. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah TA

2022 mengalami kenaikan sebesar Rp67.442.649.849,61 atau
797 ,3Oo/o dari realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah TA 2O2 i
sebesar Rp8.458.9 I 5.89 1,83.

2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2O22 yakni:
a) Penyertaan Modal sebesar Rp5OO.OOO.OO0,00 atau 25,00% da-ri

yang dianggarkan sebesar Rp2.OOO.0O0.0OO,OO.

b) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebesar
Rp14.999.999.998,00 dari yang dianggarkan sebesar
Rp15.OO0.0O0,0O0,00.

3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2022 (SILPA)

Sisa Lrbih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) sebesar
Rp80.458.327.019.77. Dengan demikian rasio SILPA TA 2022
terhadap total anggaran belanja daerah dalam APBD TA 2022 sebesar

Rp 1 .35 l.007. 162.655,00 adalah 5,96%.

Memerhatikan data Pembiayaar TA 2022, Pemenntah Kabupaten
Nabire harus melakukan langkah-langkah, antara lain:

a) Merencanakan target pendapatan dan belanja daerah secara
terukur dan rasional serta defisit anggaran untuk rencana
pembiayaan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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b) Kewajiban utang belanja yang sudah ditentukan peruntukkanya
direalisasikan pada TA 2023; dan

c) Melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan
penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan
belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun
berjalan.

D. INFORMASI LAINT{YA

1) Laporan Realisasi Anggaran bagian Pembiayaan Daerah pada Peraturan
Bupati Nabire tentang Penjabaran Pcrtanggungjawaban Pelaksanaan APBD
TA 2022 berbeda dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggunglawaban
Pelaksanaan APBD TA 2022.

2) Realisasi Anggaran Belanja Mandatory Spending TA 2022
Anggrrarr Realisasi

F-ungsi AntSaran Da6ar
F-

Realisa$ Fungai
Perhrtun

Prndidikan 288.448.411.968 86,6 r

Kcs.hat n l(}4..160.051.172 1.070.549.068.603 18. l6 83.15
Intra stru ktu r
Pela$srlan' 5O6.4aO.349.709 78q.O9O.7aS.937 5"r,6 I 85,O7

I'ubhk

{i

t

Pemerintah Kabupaten Nabire telah merealisasikan belanja daerah untuk
pemenuhan belanja wajib yang diamalatkan dalam peraturan perundang-
undangan (mandatory spendingl, natnun tcrhadap besaran persentase

realisasi belanja fungsi pendidikan masih dibawah ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Berkenaan dengan hai tersebut, Pemerintah Kabupaten Nabire perlu
mengoptimalkan realisasi anggaran untuk Belanja Wajib lMandatory
Spendingl untuk Fungsi Pendidikan yang sudah dianggarkan sebesar

21,35% atau paling sedikit 20olo dari total belanja APBD sebagaimana

amanat Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OO3 tentang
Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Nabire
pada tahun-tahun mendatang agar tetap mengalokasikan anggaran fungsi
Infrastruktur Pelayanan Publik paling sedikit 40% sebagaimana amanat
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2422 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dari total belanja daerah di
luar Belanja Bagi Hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa. Alokasi
anggaran tersebut agar secara konsisten direalisasikan sesuai dengan
anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun berkenaan.

3l Realisasi Belanja Untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal
(Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR),

Perumahan Ralcyat dan Kawasan Permukimaa (Perkirn), Ketenteraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas), dan
Sosial) TA 2022

(h)Dasar
Pcrhitunaan

L3s l .007. r62_655 2r,35 24e.820.497.U)3 L300.9t0 59r,v5 19.20

l6l .687.8.16.05a 851.222.693.736 18.99

7 63.540 .532 .702 66.-.13 430.447.f,24.6

t_

I



(Rp) (Rp)
Pendidikan 98.759.508.021 68.313.612.005
Kesehatan 132.656.869.721 151.714.813.450 1 L4,37
PUPR 86.6r8.205.212 43.752.522.290
Perkim 8.531.200.O00 8.320.535.969

2.754.Oqa.164
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Jenis Pelayanan
Dasar

Anggaran Realisasi
o/o

69,17

96,69
97,53

Trantibumlinmas 2.UO5.4ttg.780

!e!sl- _
TOTAL

r.994.798.O00 1.983.804.230
331 .366.O70.734 316.839.386. l08

Pemerintah Kabupaten Nabire telah merealisasikan bclanja untuk
pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai amanat peraturan
Pemerintah 2 Tahun 20 18 tentarg Standar Pelayanan Minimal.
Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Nabire agar:
a) Melaksanakan anggaran yang sudah dialokasikan untuk pencapaian

Standar Pelayanan Minimal scsuai dengan petunjuk teknis
implementasi SPM pada masing-masing bidang layanan SPM, sebagai
berikut:
1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun

2O2 I tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2O19 tentang Standar

Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan
Minimal Bidang Kesehatan;

3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
29/PKllM/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor lol Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal
Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota serta Klasilikasi,
Kodelikasi, dan Nomenklatur Perenc€rnaan Pembangu.nan Sub
Urusan Bencana Daerah;

5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I 14 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal
Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;

6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman
dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/ Kota; dan

7) Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar
Teknis Pelayanan Dasar Pada Staldar Pelayanan Minimal Bidang
Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

b) Memedomani ketentuan pemenuhal SPM berdasarkan Petunjuk Teknis
Pelaksanaan SPM yang ditetapkan dan Pemetaan SPM yang ditetapkan
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan
APBD tahun berkenaan.

e8,17 
i

99,$
95,62
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4) Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja produk Dalam Negeri

U RALA N
Anggaran Setelah
Perubahan (Rp)

,BClanja Barang
dan Jasa
Belanja Hibah

Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin

Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan

Belanja Modal
Jalan, JarinlBan,

I {an lrisagi
Belanja Modal
Aset Tetap 500.000,o0
Lain a

Total

80.325.9S.542,00

193.750.#0.657,OO

Pemerintah Kabupaten Nabire belum menyampaikan mengenai besaran
komitmen terhadap Belanja Produk Dalam Negeri. Memerhatikan hal
tersebut, Pemerintah Kabupaten Nabire agar:

a) Menyampaikan besaran komitmen terhadap Belanja Produk Dalam
Negeri;

b) Memprioritaskan Belanja Penggunaan Produk Dalam Negeri melalui
penggunaan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam
negeri;

c) Memprioritaskan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui e-

katalog yang sudah tersedia pada etalase Produk Dalam Negeri

terintegrasi dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN); dan
d) Meningkatkan realisasi melalui Pengadaan Produk Dalam Negeri sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Komitrnen
Belanja PDN

(Rp)

Komitmen Realisasi Belanja
PDN (Rp)

Realisasi
l%t

lv')
BELANJA
OPERASI

19.408.245.600,00 18.901.623.331,OO

BEI-AN.'A MODAL

33.892.257.5 r O,00 26.O77 .7a5.816,OO

60.123.671.005,00 46.361 .044.892,O0

76.852.O34 . t72,OO

500.ooo.00

i6E.192.9E8.211.00
--1

l_]__..-.-
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5) Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan Stunfing

No Uraian Ant#ran (Rpi Realisa3i lRp)

flcflingketEr kcschaED ibu. anak dan penurunari

Bclanja Ilarang d6n Ja6a

PeEbinran keder p,eEbantunEt EEnusia tcrkait
$rrbu hq'r pcrtaea kehidupsn, lE[laatauan
pertumbuhan dan p€rk Ebantan beyi den balir-a,
optimsliasi dane deBa untuk intervcnsi atunting
termasuk p€ningkaten kapallta6 Lader dalArn
Komuuikasi fu llar lttbadr

Ue dan Jasa 96 5SS SaO o0

P.tt I

r00

+l€4j4E'ar-_ar-tSdglLllalCpencitatan aan pcEporzn Ircrmasut aokumcnra3i)
intcn'.noi dan haarl

tialanja Barant dan Ja6a

Itnyuounan ReSula8i d8erah t€rkajt 6tuntin8,
telrrasuk regulaBi dan Strategi koErunikaai
Perubahen Perilaku Pencecahao Stultint tintkAt

263.006.140.00 2S.350.OO0.@

6!,1 I

ie,

darl Jasa

TOTAL 52.1t

Pemerintah Kabupaten Nabire telah menganggarkan mengenai Belanja
Daerah untuk Percepatan Penurunan Stunting, namun realisasi atas
anggaran belanja dimaksud belum memenuhi target yang telah
diang;arkal.
Memerhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Nabire agar:
a) Meningkatkan realisasi belanja atas target yang dianggarkan dalam

rangka Percepatan Penurunan Sfunting;
b) Meningkatkan pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung

terhadap penurunan stunting melalui kegiatan Pemberian Makanan
Tambahan (PMT), Gerakan Keluarga Sehat, Penguatan Ketahanan
Pangan Keluarga serta kegiatan lainnya yang diamatkan peraturan
perundang-undangan; dan

c) Mengurangi anggaran pada kegiatan yang bcrsifat operasional serta

mengalihkan kepada kegiatan yang berdampak langsung terhadap
penurunan stunting.

6) Rekapitulasi Realisasi Belanja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
Pemerintah Kabupaten Nabire belum menginformasikan mengenai Realisasi

Belanja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sebagai pemenuhan kebutuhan
informasi sesuai butir 5.h Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah
Nomor 9OO. 1.15.1 /7a76 /Keuda Tanggal 15 Maret 2023 Hal Penyusunan
dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggunglawaban
Pelaksanaan APBD TA 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaraa Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD TA 2022.
Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Nabire agar:

termasukPemantauan tuEbuh kedrbsng belita,
pcnyediaan antropometri sct

I

76.906.O(x) 76.906.oCrO oo
t)

Palalaten dan Meain
Pelaksanaan rembuk stunti

3l.l72.7JO.OO

d. Pcmctaan dan Anali6is Situasi Dro*ram aturrting
92.qI 5. O8O]0O 60.774.725,@

tPe blika$ stuntin
- --- 9Ela4i4 B€{9ry-4c!-Je!c-

96,7 I

8.942.170.@
h. Rc!1u kinerja tehunan ek6i integraar rtunting

37.761.900,00 I

I
tlelanja BeraDg dan Jasa

748 .007. U)O,00 392.034.725,O0

-l-_

+- 140.

l--

I

-.|

IhbuDaten/kota __

1

--l

I
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a) Mcnyampaikan Rekapitulasi Realisasi Belanja Penghapusan
Kemiskinan Ekstrem;

b) Meningkatkan pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung
terhadap Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sesuai dengan amanat
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c) Mengurangi anggaran pada kegiatan yang bersifat operasional serta
mengalihkan kepada kegiatan yang berdampak langsung terhadap
Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

2. NERACA

a. ASET
Saldo aset per 31 Desember 2022 pada Pemerintah Kabupaten Nabire
sebesar Rp2.2L7.57O.O84.O4O,22 atau tedadi kenaikan sebesar
Rp38.913.524.293,18 atau 1,79o/o dari saldo 31 Desember 202 I
sebesar Rp2. I 78.656.559.707,04. Aset Pemerintah Kabupaten Nabire
per 31 Desember 2022 tersebut, antara lain:
l) Aset Lancar

Aset lancar Pemerintah Kabupaten Nabire per 3l Desember 2O22

sebesar Rp I t I .048.5O4.630,56, mengalami peningkatan sebesar
Rp7.093.885.796,13 atau 6,820/o dibandingkan dengan Aset Lancar
per 3l Desember 2021 sebesar Rp 103.954.6 f 8.834.43 dengan
rincian sebagai berikut:
a) Sa-ldo kas Pemerintah Kabupaten Nabire per 3l Desember 2O22

sebesar Rp84.299.151 .458,77 dengan rincian sebagai berikut:
(1) Kas di Kas Daerah sebesar Rp78.75O.377.61O,82;
(2) Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp620.22f .193,0O;

(3) Kas di BLUD sebesar Rp784.979.157,95;
(4) Kas Dana BOS sebesar Rpl.385.O0O,0O;
(5) Kas Dana Kapitasi pada FKTP sebesar Rp301.36a.058,0O; dan
(6) Kas Lainnya sebesar Rp3.840.824.439,OO.

Memerhatikan data tersebut di atas, masih terdapat
keterlambatan penyetoran kas dari Bendahara Pengeluaran ke
Kas Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Nabirc
harus mengupayakan perryetoran kas dilakukan tepat wa-lfiu
yaitu paling lambat tanggal 31 Desember sebagaimana diarur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O19 tentarg
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah.

b) Nilai nominal piutang per 3 I Desember 2022 sebesar
Rpl8.O9l.925.302,82 sesuai dengan laporan yang disajikan
dalam Neraca, terdapat nilai penyisihan piutang diragukan
tcrtagih sebesar Rp7.431.400.460,O3, sehingga nilai bersih
piutang yang dapat direalisasikan per 3l Desember 2022 sebesar
Rp I O. 66O.524 .a42,7 9, dengan rincian sebagai berikut:
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(1) Piutang Pajak Daerah sebesar Rp5.605.169.623,00;
(2) Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp2.669.270.560,82;
(3) Piutang Transfer Antar Daerah sebesar Rp4.675.864.257,0O;
(4) Piutaag l,ainnya sebesar Rp5.l 1O.370.862,O0; dan
(5) Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp31.250.000,00.

Berkenaan dengan piutang di atas, Pemerintah l(abupaten
Nabire hanrs melakukan pengendalian dan mengupayakan
penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, sehingga
dapat memperkecil risiko tidak tertagih dan hasilnya dapat
segera dimanfaatkan dalam meningkatkan capaian pendapatan
daerah.

c) Saldo Persediaan per 3l Desember 2022 sebesar
Rpl6.088"828.329,OO mengalami penurunan sebesar
Rp198.361.872,0O atau 1,22o/o dlbandingkan dengan saldo
persediaan per 31 Desember 2O27 sebesar Rp f 6.287.190.201,OO.
Berdasarkan nilai persediaan tersebut, Pemerintah Kabupaten
Nabire harus memerhatikan persediaan yang sifatnya rentan
rusak dan kadaluwarsa seperti bahan obat-obatan, bahan
laboratorium, farmasi, radiologi dan temak serta persediaan
habis pakai lainnya. Selanjutnya, harus melakukan
pengendalian terhadap pengelolaan persediaan dan pemanfaatan
persediaan dimaksud sesuai dengan peruntukan dan ketentuan
peraturarr-perundang- undangan

b. INVESTASI JANGKA PANJANG
Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Nabire per 3l
Desember 2022 sebesar Rp37.957.983.338,53 naik sebesar
Rp191.371.043,05 atau 0,51% dari Investasi Jangka Panjang pada TA

2O2l sebesar Rp37.766.612.295,48. Investasi dimaksud berupa
investasi jangka panjang permanen-penyertaan modal dengan rincian
sebagai berikut:
1) Penyertaan modal pada PT. Bank Papua (metode biaya| sebesar

Rp33.28O.0OO.O00,OO dengan kontribusi laba sebesar
Rp1.7oo.829.804,O0 atau 5, 1 1%;

2) Penyertaan modal pada PDAM Tirta Adrian Nabire (metode ekuitas)
sebesar Rp4.677.983.338,53 dengan penurlrnan nilai investasi
sebesar Rp308.628.956,95 atau 6,600/o.

Berdasarkan data tersebut, Investasi Permanen Pemerintah
Kabupaten Nabire dari PT. Bank Papua telah memberikan kontribusi
laba bagi Pemerintah Daerah. Selanjutnya, dalam pengelolaan
investasi perrnanen dimaksud, Pemerintah Kabupaten Nabire agar
memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2Ol2
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah serta
peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.
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C. ASET TETAP
Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Nabire Per 3l Desember 2022
adalah sebesar RpI.873.5O6.937.406,12 mengalami peningkatan
sebesar Rp25.674.625.909,00 atau sebesar I ,39olo dibandingkan
dengan saldo aset tetap per 3l Desember 2O2l sebesar
Rp1.847.832.311.497,12 dengan akumulasi penJrusutan sebesar
Rp 1. 822. 58 t.O 3 l. 1 53,7 2. Adapun rincian sebagai berikut :

1) Aset Tetap Tanah sebesar Rpl45. 136.918.479,00 mengalami
peningkatan sebesar Rp15.897.O48.800,00 atau 12,3O/o
dibandingkan dengan realisasi per 3l Desember 202 I sebesar
Rp 129.239.869.679,O0;

2) Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp524.74O. 1O2.286,26
mengalami peningkatan sebesar Rp29.27 2.238. 60 1,0O atau 5,9 I %

dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2021 sebesar
Rp495.467.863.685,26;

3) Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar
Rpl . 196. 175.2 66.487 ,25 mengalami peningkatan sebesar
Rp45.973.489.538,00 atau 4,00o/o dibandingkan dengan realisasi
per 3l Desem*r 2027 sebesar Rp1.15O.201.776.949,25;

4) Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar
Rp1.786.258.550.939,33 mengalami peningkatan sebesar
Rp79.654.433 .67 2,OO alaw 4,670/o dibandingkan dengan realisasi
per 3l Desember 2O2l sebesar Rpl.7O6.6O4. I17.267,33;

5) Aset Tetap Lainnya sebesar Rp22.697 .454.686,00 mengalami
peningkatan sebesar Rp23 1.626.7 O0,O0 atau 1,O3% dibandingkan
dengan realisasi per 31 Desember 2021 sebesar
Rp22.463.827.986,00; dan

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp2 1.O79.675.682,OO

mengalami peningkatan sebesar Rp21.5O6.840,00 atau 0,10%
dibandingkan dcngan rcalisasi per 3l Desember 2O2 I scbcsar
Rp21.058.168.8,42,OO.

Memerhatikan hal tersebut di atas, agar Pemerintah Kabupaten
Nabire agar selalu melakukan inventarisasi dan pencatatan Barang
Milik Daerah yang menjadi aset tetap secara menyeluruh daerah
sesuai dengan ketentuan peraturErn perundang-undangan.

d. KEWAJIBAN
Pemerintah Kabupaten Nabire per 3l Desember 2O22 memiliki
Kewajiban sebesar Rp74.260.6O3.838,OO yang merupakan Kewajiban
Jangka Pendek yang terdiri dari:
1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar

Rp3.84O.824.439,OO;
2) Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp71.458.333,0O;
3) Utang Belanja sebesar RpS.897.336.552,OO; dan
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4) Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp64.450.9g4.514,0O yang
terdiri dari Utang Belanja BLUD sebesar Rp9.450.984.S12,00 dan
saldo Pinjaman Jangka pendek dari penerimaan pembiayaan pada
Kabupaten Nabire sebesar RpSS.0OO.OOO.O02,OO.
Utang Pinjaman Jangka Pendek dari penerimaan pembiayaan
berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor O2/KMK-pemda/Xl/2O19
antara PT Bank Pembangunan Daerah papua dengan pemerintah
Kabupaten Nabire tanggal O8 November 2Ol9 dan atas Utang
tersebut telah dilakukan restrukturisasi berdasarkan perjanjian
Kredit (Restrukturisasi) pada tanggal 3O Desember 2022 sebesar
Rp55.000.000.O02,0O. Selanjutnya, dalam penjelasan pengeluaran
pembiayaan, dijelaskan bah*'a terdapat pembayaran pokok Utang
Pinjaman Dalam Negeri - Lrmbaga Keuangan Bank sebesar
Rp14.999.999.998,OO untuk pembayaran pokok pinjaman Bank
Papua. Dalam hal ini berarti masih terdapat sisa kewajiban jangka
pendek atas pinjaman terhadap Bank Papua pada akhir TA 2022.
Namun, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2O 1O

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang dimaksud sebagai
kewajiban jangka pendek yakni kewajiban diharapkan dibayar
dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Oleh
sebab itu, dalam hal diakui sebagai kewajiban jangka pendek,
pinjaman ini perlu dilakukan pelunasan pada TA 2O22, atau
diklasifi kasikan dalam kewajiban jangka panjang.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Nabire harus mengambil
langkah-langkah untuk segera menyelesaikan seluruh kewajiban
dimal<sud sesuai peraturan perundang-undangan dengan menjadikan
sebagai belanja prioritas, sesuai dengan maksud paragaf l1
Pernyataan Nomor O9 Akuntansi Kewajibal, lampiran II Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 201O tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan.

e. EKUITAS
Ekuitas Pcmerintah Kabupaten Nabire per 31 Desember 2022 yaitu
sebesar Rp2.143.3O9.480.162,22 mengalami kenaikan sebesar
Rp58.944.102.238,18 atau 2,83o/o dari Rp2.084-365.377.924,O4 per
31 Desember 202 l.
Memerhatikan posisi keuangan dari Ekuitas, Pemerintah Kabupaten
Nabire agar tetap:
1) Menjaga arus masuk dan arus keluar kas dan melakukan

penyetoran kas scbelum tahun anggaran berakhir;
2) Melakukan inventarisasi, pencatatan serta manajemen aset daerah

yang dapat meningkatkan pendapatan dacrah; dan
3) Melakukan pengaturan atas rasio Utang Daerah dengan total

Belanja Daerah serta kemampuan bayar daerah dan menyclesaikan
kewajiban secara tepat *'aktu.
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b. BEBAN
Beban Pemerintah Kabupaten Nabire periode I Januari 2022 sampai 31

Desember 2022 sebesar Rp l. I 99.637.O42.826'12, antara lain:
l ) Beban Pegawai sebesar Rp423.6 14.380.43 1,0O;

2) Beban Barang dan Jasa sebesar Rp371.330.980'302,99;
3) Beban Bunga sebesar Rp5.447.558.612,00;
4) Beban Hibah sebesar Rp70.828.918.698,OO;
5) Beban Bantuan Sosial sebesar Rp55.82 1.OO0.0O0,00;

6) Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp3.293.338.39O,18;
7) Beban Transfer sebesar Rp79.75O.659.6O9,00; dan
8) Beban Tidak Terduga sebesar Rp4l.523.OOO.OOO,OO.

3. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

a. PENDAPATAN-LO
Pendapatan-LO TA 2022 sebesar Rp 1.258.542.170.744,15 mengalami
kenaikan sebesar Rp94.249.O7O.993,53 atau 8,O97o dari Pendapatan-
W TA 2O2l sebesar Rp1.164.293.O99.750,62. Rincian pendapatan-LO
TA 2022 antara lain:
r) PENDAPATAN ASLr DAERAH-LO (PAD-LO)

PAD-LO TA 2022 sebesar Rp77 .297 .612. 145, I 5 lebih rendah sebesar
Rp13.228.445.923,47 atau 14,6 lo/o dibandingakan dengan PAD-LO
TA 2O2l sebesar Rp90.526.O58.070,62 yang disebabkan oleh antara
lain:
a) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan-LO TA 2022 sebesar Rp2.5O5.752.338,O0 lebih
rendah sebesar Rp2f .555.453,00 atau 0,85% dibandingkan
dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan-LO TA 2O2l sebesar Rp2.5O5.752.338,OO; dan

b) Lain-lain PAD yang Sah-LO TA 2022 sebesar
Rp44.795.56 1.260,36 lebih rendah sebesar Rp20.8 I 4.265.8 I 8,O2

atau 31,72o/o dibandingkan dengan Lain-lain PAD yang Sah-LO
T A 2021 sebesar Rp65.609.827.078,38.

2} PENDAPATAN TRANSFER.LO
Pendapatan Transfer-LO T A 2022 sebesar Rpl.1 12.024.224.007,00
lebih tinggi sebesar Rp87.665.583.252,OO atau 8,560/o dibandingkan
dengan Pendapatan Transfer-LO TA 2021 sebesar

Rp 1.O24.358.640.755,OO.

3} II.IN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO

Lain- Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO TA 2022 sebesar

Rp69.220.334. 592,00 lebih tin&ai sebesar Rp I 9.8 1 1.933.667,00 atau

4},lOo/o dibandingan dengan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang

Sah-LO T A 2O2 I sebesar Rp49.408.4O0.925,OO.
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Namun, dalam penyaj ian pada l,aporan Operasional, Beban Tidak
Terduga disajikan dan diperhitungkan daram surprus/Defisit dari
Kegiatan operasional. Beban Tidak rerduga berdasarkan peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 9O Tahun 2019 beserta pemutakhirannya
merupakan bagian dari Beban Luar Biasa dimana menjadi komponen
perhitungan pada Pos Luar Biasa.

c. SURPLUS/DEFISIT
1) Surplus/DeIisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2O22 senilai

Rp58.905. 127.918,03 belum sesuai karena masih mencantumkan
Beban Tidak Terduga sebagai komponen perhitungan. Selanjutnya,
besaran penurunan j'ang tercantum dalam [,aporan Operasional
belum sesuai dengan perhitungal yakni sebesar
Rp7o.641.273.964,29;

2) Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2022 senilai
RpRp58.9O5.127.918,O3 pcrlu disesuaikan dengan perhitungan
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2022; dan

3) Pos Luar Biasa sebesar Rp0,00 perlu disesuaikan dengan
perhitungan Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional T,ahwn 2022
karena kesalahan pencantuman Beban Tidak Terduga.

4. I.APORAN ARUS KAS
a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2022 sebesar
Rp185.3a8.779.956,33 dan Tahun 2021 sebesar
Rp2 16.591.782.683,46, dengan rincian sebagai berikut:
l) Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi terealisasi sebesar

Rp 1.32O.967.352.82 1,33.
2) Arus Keluar Kas dari Akti'ritas Operasi terealisasi sebesar

Rp1. 1 35.618.572.865,00.
b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas lnvestasi Tahun 2022 sebesar
(Rp165.792.018.680,0O) dan Tahun 2O2L sebesar

fip I la. 188. lO7. 154,00) yang hanya berupa arus kas keluar.
c. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Bersih dari Alrtivitas Pendanaan Tahun 2022 sebesar
(Rp I a.999.999.998,OO) dan Tahun 2O2 I sebesar (Rp35.000.000.000,00)
yang hanya berupa arus kas keluar.

d. Arus Kas dari Aktivitas Traasitoris
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Tahwn 2022 sebesar
(Rp6l8.3O1.O93,OO) dan Tahun 2O2l sebesar (Rp1.92O. IOO,OO), dengan
rincian sebagai berikut:
i) Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris terealisasi sebesar

Rp78.559.O75.246,Oo;
2) Arus Kas Keluar dari AktMtas Transitoris terealisasi sebesar

Rp79.838.105.826,77.
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e. Kenaikan Bersih Kas Selama Periode Tahun 2022 sebesar
Rp3.938.460. 185,33.

5. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Iaporan Penrbahan Ekuitas merupakan laporan kinerja keuangan
terhadap p€ndapatan dan beban operasional selama I Januari sampai
dengan 3l Desember 2022.
A. Ekuitas awal senilai Rp2.084.365.377.924,O4 mempakan saldo awal

dari tota-l ekuitas Pemerintah Kabupaten Nabire sesuai Neraca per 3l
Desember 2O22.

B. Surplus/{Defrsit}-LO senilai Rp58.9O5.127.918,O3 merupakan selisih
antara Pendapatan LO dan Beban LO selama periode I Jantari 2022
sampai dengan 31 Desember 2022 sebagaimana tertera dalam laporan
Operasiona.l.

C. Dampa} Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang
berupa Koreksi Kas sebesar Rp38.974.320, 15.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN

BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP} BPK

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan temuan laporan Hasil

Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan meliputi struktur, klasihkasi, dan
pengukuran da-lam laporan keualgan.
Berdasarkan analisis, Rancangar Peraturan Daerah tentang

Pertanggungiawaban Pelaksana€ul APBD dan Rancangan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD telah sesuai dengan

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan meliputi struktur,
klasifikasi, dan pengukuran dalam laporan keuangan.

Selanjutnya, dalam LHP BPK atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan, terdapat beberapa temuan yakni

1. Belanja
a. Belanja gaji dan tunjangan sebesar Rfi41.912.2OO,O0 direalisasikan

kepada pegawai yang telah mencapai batas usia pensiun;

b. Standar satuan harga perjalanan dinas tahun anggaran 2022 tidak selaras

dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2O2O;

c. Penerima hibah dan bantuan sosial belum menyampaikan laporan
pertanggungiawaban penggunaan dana kepada kepala daerah sebesar
Rp3.018.7OO.0OO,OO;
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d. Penerima belanja tidak terduga belum menyampaikan bukti
pertanggungiawaban berupa surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak
kepada kepala daerah sebesar Rp I 3. 600. 0O0. OO0,0O.

2. Aset

Pengamanan kendaraan bermotor belum memadai.
Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Nabire harus segera

mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

II. LAIN-LAIN

Memerhatikan data uraian dan penjelasan pada Informasi Lainnya, Neraca dan
Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Nabire agar melakukan langkah-

langkah sebagai berikut:
l. Pemenuhan Belanja Wajib (Mandatory Spendingll dan Pencapaian SPM

Terhadap pemenuhan Belanja W ajib (Mandatory Spendingl dan Pencapaian

SPM, Pemerintah Kabupaten Nabire agar melakukan langkah-langkah

sebagai be rikut:
a. Meningkatkan realisasi pemenuhan Belanja Mandatory Spending sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana ditegaskan dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD

tahun berkenaan.
b. Meningkatkan pelaksanaan anggarzrn pencapaian SPM berdasarkan

Petunjuk Teknis Pelaksanaan SPM yang ditetapkan oleh

Kementerian/Lembaga pengampu masing-masing SPM dan Pemetaan

SPM ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang
Pedoman Umum Penlrrsunan APBD tahun berkenaan.

2. Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri

Terhadap realisasi Belanja Produk Dalam Negeri, Pemerintah Kabupaten

Nabire agar mengoptimalkan pelalsanaan belanja PDN yang sudah

ditetapkan dalam APBD melalui peningkatan jumlah transaksi pengadaan

barang dan jasa kepada Usaha Mikro dan Kecil lnkal dan Koperasi yang

tergabung dengan penyelenggara Perdagangan melalui Sistem

Elektronik/ m arketplace dalam toko daring yang dikelola oleh lrmbaga
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

3. Penghapusan Kemiskinan Esktrem dan Percepatan Penurunan Stunting
Terhadap Penghapusan Kemiskinan Esktrem dan Percepatan Penurunan
Stunting Pemerintah Kabupaten Nabire agar menjadikan Percepatan

Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sebagai prioritas
daerah melalui penganggaran belanja dan pelaksanaan kegiatan sebagaimana

amanat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahwn 2022 tentang
Percepatafl Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Petunjuk Teknis
pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan.
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4. Neraca

Berdasarkan informasi yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2022,
pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Nabire agar melakukan
langkah- langkah sebagai berikut:
a. Menjaga ketersediaan kas daerah dan melakukan pengendalian

penyetoran Kas ke RKUD oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara
Pengeluaran SKPD atas kas yang dikelolanya sebelum tanggal 3l
Desember sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Melakukan penagihan Piutang daerah melalui peningkatan kinerja SKpD
yalg membidangi pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah guna
mengoptima.lkan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta
piutangnya.

c. Meningkatkan kualitas perenc€rnaan pengadaan barang dan jasa serta
memerhatikan kuantitas dan kualitas Persediaan daerah melalui
identifikasi, inventarisasi dan pendataan persediaan secara berkala guna

menyediakan informasi terkait kebutuhan persediaan dan mencegah
terjadinya kerugian daerah yang disebabkan persediaan yang

kedaluwarsa / rusak/ usang.
d. Melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio, dan

analisis risiko terhadap Penyertaan Modal Daerah pada BUMD sesuai

dengan tujuan investasi untuk peningkataa pertumbuhan dan
perkembangan perekonomian, pendapatan daerah, dan peningkatan

kesejahteraan masyarakat da-lam rangka memperoleh manfaat ekonomi,

sosial, dan/atau manfaat lainnya, dengan memedomani Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2Ol2 tentang Pedoman

Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah serta peraturan perundang-

undangan lainnya.
e. Melakukan pelaksanaan pembayaran atas kewajiban daerah baik yang

bersumber dari utang belanja seperti Utang Perhitungan Pihak Ketiga,

Utang Belanja, Utang Jangka Pendek lainnya yang dibebankan pada

APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Melakukal percepatan pembayaran atas pelaksanaal pengadaan

barang/jasa, untuk menghindari peningkatan utarg daerah pada tahun-
tahun berikutnya.

5. Laporan Operasional
laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang

menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah

daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode

pelaporan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Nabire dapat menggunakan
data darr informasi yang disajikan dalam l,aporan Operasiona.l sebagai salah

satu dokumen untuk menjadi pertimbangan dalam penetapan besaran target
pendapatan daeratr dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anglaran
2023.
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6. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan daerah, harus tetap melakukan langkahJangkah yang
diperlukan untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa. Pengecualian (WTP)

dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nabire yaitu
dengan menyusun dan menyajikan laporan keualgan pemerintah daerah

sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan,

peningkatan sistem pengendalian intemal, dan kepatuhan terhadap

peraturan pemndang-undan gan.

q. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

RIBKA HALUK

dengan aslinya
BIRO HUKUM,

, SH., M.Si
a 02 199610 l00l
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